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Harakatuna.com – Sekarang masyarakat telah masuk perhelatan tahun-tahun
politik. Berbagai fenomena hingga janji kampanye calon pemimpin masing-masing
bidang pemerintahan tersebar dimana-mana. Berbagai isu hingga ideologi paham
agama dan doktrin ormas keagamaan juga ikut memanas seiring menyongsong
perhelatan agenda lima tahunan ini.

Tidak  terkecuali  radikalisme  dalam  politik.  Radikalisme  dalam  politik  Islam
merujuk pada pandangan dan tindakan yang ekstrem dalam menerapkan prinsip-
prinsip  agama  Islam  dalam  ranah  politik.  Beberapa  kelompok  radikal
menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Namun,
penting  untuk  diingat  bahwa radikalisme  bukanlah  representasi  dari  seluruh
umat Islam, melainkan hanya sebagian kecil dari mereka.

Radikalisme  politik  Islam  sering  kali  muncul  sebagai  respons  terhadap
ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan sosial yang ada. Faktor-faktor seperti
ketidakadilan, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan dapat memengaruhi
munculnya  radikalisme.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  negara-negara  untuk
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mengatasi akar masalah ini guna mencegah penyebaran radikalisme.

Khilafahisme dalam Politik Islam

Khilafahisme adalah pandangan yang mengadvokasi pemulihan institusi khilafah,
yaitu  sistem  pemerintahan  Islam  yang  berdasarkan  kepemimpinan  seorang
khalifah. Para khilafahisme percaya bahwa khilafah adalah bentuk pemerintahan
yang ideal dalam Islam dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh
umat Muslim saat ini.

Salah satu tujuan utama gerakan khilafahisme adalah untuk membangun kembali
sistem  khilafah  yang  kuat  dan  menyatukan  umat  Islam  di  bawah  satu
kepemimpinan.  Para  khilafahisme  percaya  bahwa  dengan  mengembalikan
khilafah,  umat  Islam  akan  dapat  mencapai  keadilan  sosial,  keamanan,  dan
kemakmuran yang lebih baik.

Mereka juga berpendapat bahwa khilafah akan memungkinkan umat Islam untuk
mempertahankan identitas agama mereka dan melindungi kepentingan mereka di
tingkat global.

Gerakan khilafahisme memiliki dampak yang signifikan dalam konteks politik dan
agama. Salah satu contoh terkenal adalah gerakan khilafah di India pada awal
abad  ke-20.  Gerakan  ini  didukung  oleh  para  pemimpin  Muslim  India  yang
berjuang untuk melindungi Khilafah Utsmani di Turki setelah jatuhnya Kesultanan
Utsmani pada Perang Dunia I.

Meskipun gerakan ini tidak berhasil mencapai tujuannya, namun ia memainkan
peran penting dalam membangkitkan kesadaran politik dan agama di kalangan
umat Islam di India.

Selain itu, gerakan khilafahisme juga telah memberikan inspirasi bagi kelompok-
kelompok militan seperti  ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).  Kelompok ini
menggunakan  narasi  khilafahisme  untuk  membenarkan  tindakan  kekerasan
mereka dan mencoba untuk mendirikan negara Islam yang diatur oleh hukum
syariah. Dampak negatif dari gerakan ini adalah meningkatnya kekerasan dan
ketegangan di berbagai belahan dunia.

Meskipun gerakan khilafahisme memiliki tujuan yang mulia, ia juga mendapatkan
kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritikus berpendapat bahwa konsep khilafah



yang diusung oleh gerakan ini  tidak sesuai  dengan tuntutan zaman modern.
Mereka berpendapat bahwa sistem politik yang lebih inklusif  dan demokratis
lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.

Selain itu, gerakan khilafahisme juga dikritik karena seringkali digunakan sebagai
alat  untuk  membenarkan  tindakan  kekerasan  dan  ekstremisme.  Beberapa
kelompok yang mengadopsi khilafahisme telah terlibat dalam serangan teroris
dan pelanggaran hak asasi manusia.

Khilafahisme  bertolak  belakang  dengan  demokrasi.  Demokrasi  adalah  sistem
pemerintahan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  rakyat  melalui  pemilihan
umum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam  konteks  politik  Islam,  demokrasi  telah  menjadi  topik  yang  hangat
diperdebatkan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa demokrasi bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai cara untuk
mewujudkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

Penting untuk memahami bahwa Islam sendiri memiliki dasar-dasar demokrasi
yang kuat. Dalam ajaran Islam, konsep musyawarah (syura) sangat ditekankan.
Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan konsultasi
dan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan
prinsip dasar demokrasi yang menekankan partisipasi politik dari semua warga
negara.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan
hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari demokrasi modern dan
dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak-
hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi bagian integral
dari sistem politik Islam yang demokratis. Hak-hak individu harus dihormati dan
dilindungi  oleh  negara,  termasuk  hak  atas  kebebasan  beragama,  kebebasan
berpendapat, dan kebebasan berekspresi.

Panorama lain, Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendukung partisipasi politik
dan keadilan sosial. Oleh karena itu, banyak Muslim yang mendukung demokrasi
sebagai  cara  untuk mewujudkan nilai-nilai  Islam tersebut.  Namun,  tantangan
dalam menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi masih ada, dan



perdebatan ini terus berlanjut di kalangan akademisi dan pemikir Muslim.

Transformasi politik Islam melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling
terkait.  Radikalisme,  khilafahisme,  dan  demokrasi  adalah  tiga  aspek  penting
dalam  transformasi  ini.  Radikalisme  politik  Islam  muncul  sebagai  respons
terhadap  ketidakpuasan  terhadap  kondisi  politik  dan  sosial,  sementara
khilafahisme adalah pandangan yang mengadvokasi pemulihan institusi khilafah.
Di sisi  lain,  demokrasi  telah menjadi  topik yang hangat diperdebatkan dalam
konteks politik Islam.

Penting untuk terus mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang
transformasi politik Islam era saat ini. Dengan memahami kompleksitasnya, kita
dapat mencari solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mempromosikan
stabilitas  politik  dan  kesejahteraan  umat  Muslim  serta  masyarakat  secara
keseluruhan.


